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ABSTRAK

Korupsi telah menjadi penyakit akut dan merajalela dalam berbagai sektor kehidupan
masyarakat. Korupsi juga memiliki efek kerusakan luar biasa, bahkan dapat menghancurkan
suatu bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis riset
pustaka (library research), datanya bersumber dari literatur terkait dan relevan dengan metode
pendidikan antikorupsi dalam perspektif hadits nabawi. Hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1). Rasulullah S.A.W. telah mengajarkan syariah Islam dengan berbagai metode terbaik
yang mengantarkan umatnya kepada pemahaman yang sempurna, termasuk pesan-pesan
Pendidikan Antikorupsi. 2). Beberapa metode Pendidikan Antikorupsi yang terkandung dalam
hadits nabawi di antaranya: metode keteladanan (al-qudwah), metode bimbingan dan nasihat
(al-taujih wa al-mau 'izhah), metode motivasi dan ancaman (al-targhib wa al-tarhib), metode
dialog dan tanya jawab, dan metode perumpamaan (tamtsil atau metafora).
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ABSTRACT

Corruption has become an acute and rampant disease in various sectors of people's lives.
Corruption also has a tremendous damage effect, it can even destroy a nation. This study uses
qualitative research methods with the type of library research, the data is sourced from relevant
literature and is relevant to the anticorruption education method in the perspective of the hadits.
The results of this study are as follows: 1). Rasulullah S.A.W. has taught Islamic Sharia with
the best methods that lead his people to a perfect understanding, including the messages of Anti-
Corruption Education. 2). Some methods of anti-corruption education contained in the
prophetic hadith include: the exemplary method, the method of guidance and advice, the
motivation and threat method, the method of dialogue and question and answer, and the method
of metaphor.

Keyword: anti-corruption, methods, prevention.
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A. PENDAHULUAN
Korupsi kini merupakan permasalahan
yang menjadi  perbincangan  semua

kalangan ~ masyarakat. =~ Permasalahan
korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama,
terutama sejak manusia mengenal tata
kelola administrasi. Korupsi dianggap
merusak sendi kehidupan bermasyarakat
dan bernegara karena sifatnya yang
merugikan.

Di Indonesia, korupsi telah dianggap
sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di
berbagai negara lain di dunia. Pada
kebanyakan kasus korupsi  yang
dipublikasikan media, kerap kali perbuatan
korupsi tidak terlepas dari kekuasaan,
birokrasi, ataupun
(Adwirman, et.all., 2014: 2-3).

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

pemerintahan.

adalah penyakit akut yang terus merajalela
dalam aktivitas sektor pemerintahan pada
setiap level. Kebijakan desentralisasi yang
telah dilakukan pemerintah tidak secara
otomatis mengubah budaya KKN. Bahkan
sebaliknya, bentuk KKN pada sektor
private  menunjukkan bahwa potongan,
pungutan, dan suap mengalami peningkatan
dari sebelumnya. (Ilham Yamin dalam M.
Ryaas Rasyid, 2013: 135-136).

Korupsi juga telah menjadi musuh
semua negara sehingga menarik perhatian

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

membentuk badan untuk mengatasi kasus-
kasus Kkorupsi yang membelit banyak
negara. PBB melalui Resolusi 58/4 tanggal
31 Oktober 2003 menerbitkan Konvensi
PBB Melawan Korupsi (United Nations
Convention Againts Corruption/ UNCAC)
yang menjadi basis hukum  yang
menyatakan korupsi sebagai kejahatan
transnasional. (Marzuki Wahid, 2016: 19).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai lembaga tinggi negara telah
menyatakan korupsi patut dinyatakan
sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary
crime) sehingga memerlukan penanganan
Khusus dalam pencegahan dan
penindakannya. Sebagai gerakan yang terus
didengungkan pada masa kini bahwa
pemberantasan korupsi adalah harga mati
karena dampaknya yang sangat besar dalam
menyengsarakan bangsa dan negara. Hal
menarik  yang  pernah
Abraham Samad (mantan Ketua KPK)

disampaikan

bahwa korupsi kini telah berevolusi dan
bermetamorfosis. Jika korupsi dahulu
dilakukan oleh orang-orang berusia di atas
40 tahun, kini korupsi dilakukan orang-
orang muda. Korupsi juga bermetamorfosis
dengan terlibatnya orang-orang
berpendidikan dan berintelektualitas tinggi
sehingga sulit terdeteksi dan modusnya
semakin canggih. (Adwirman, et.all., 2014:

XV-XVi).



Banyak faktor yang menyebabkan
terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam
diri pelaku maupun dari luar pelaku.
Sebagaimana dikatakan Yamamah, bahwa
ketika perilaku materialistik dan konsumtif
serta sistem  politik yang  masih
‘mendewakan’ materi masih sangat kuat di
tengah masyarakat maka dapat ‘memaksa’
terjadinya korupsi. Dengan kondisi itu
hampir dapat dipastikan seluruh pejabat
kemudian  ‘terpaksa’  korupsi ketika
menjabat. (Nanang T. Puspito, 2011: 39-
40).

Nur Syam memberikan pandangan
bahwa penyebab seseorang melakukan
korupsi adalah karena godaan materi atau
kekayaan yang tidak mampu ditahan,
sementara akses ke arah kekayaan bisa
diperolen  melalui cara  berkorupsi.
Akibatnya seseorang akan cenderung
melakukan korupsi. Dengan demikian,
salah satu penyebab korupsi adalah cara
pandang yang salah terhadap kekayaan
yang kemudian menyebabkan cara yang
salah dalam mengakses kekayaan, tanpa
peduli dari mana dan dengan jalan apa
mendapatkannya. (Nanang T. Puspito,
2011: 40).

Korupsi menimbulkan efek domino
terhadap eksistensi bangsa dan negara, yang
selanjutnya akan memperburuk kondisi

ekonomi bangsa, misalnya harga barang

menjadi mahal dengan kualitas yang buruk,
akses rakyat terhadap pendidikan dan
kesehatan menjadi sulit, keamanan negara
terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan
citra pemerintahan yang buruk di mata
internasional  sehingga menggoyahkan
sendi-sendi kepercayaan pemilik modal
asing, dan  krisis ekonomi  yang
berkepanjangan.

Mauro menerangkan hubungan antara
korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi
memiliki korelasi negatif dengan tingkat
investasi, pertumbuhan ekonomi, dan
dengan pengeluaran pemerintah untuk
program sosial dan kesejahteraan.

Di sisi lain, meningkatnya korupsi
berakibat pada peningkatan biaya barang
dan jasa, yang kemudian dapat
melonjakkan utang negara. Pada keadaan
ini, inefisiensi terjadi, yaitu Kketika
pemerintah mengeluarkan lebih banyak
kebijakan namun disertai dengan maraknya
praktek korupsi, bukannya memberikan
nilai positif misalnya perbaikan kondisi
yang semakin tertata, namun justru
memberikan negatif value added bagi
perekonomian secara umum. Misalnya,
anggaran perusahaan yang seharusnya
diputar dalam perputaran ekonomi, justru
dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-

ujungnya terbuang masuk ke kantong



pribadi pejabat. (Nanang T. Puspito, 2011:
55-56).

Upaya pemberantasan korupsi yang
terdiri dari penindakan dan pencegahan
diyakini tidak akan pernah berhasil optimal
jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa
melibatkan peran serta masyarakat.

Djoko Santoso dalam pengantarnya
pada Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk
Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa
pemerintah Indonesia telah berusaha keras
untuk memerangi korupsi dengan berbagai
cara. KPK sebagai lembaga independen
yang secara Kkhusus menangani tindak
korupsi menjadi upaya pencegahan dan
penindakan tindak korupsi. Namun disisi
lain, upaya penindakan membutuhkan
anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi jika
dihitung dari dampak yang ditimbulkan
bagi  kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya
memberantas korupsi yang paling murah
dan efektif adalah dengan tindakan
pencegahan, seperti pendidikan antikorupsi
dan penanaman nilai-nilai integritas kepada
anak-anak sejak dini. (Nanang T. Puspito,
2011: iii). Di sinilah peran lembaga
pendidikan sangat diharapkan dengan
memasukkan kurikulum pendidikan
antikorupsi di semua jenjang pendidikan.

Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito

menegaskan bahwa penyebab korupsi

terdiri atas faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal merupakan
penyebab korupsi yang datang dari diri
pribadi atau individu, sedangkan faktor
eksternal berasal dari lingkungan atau
sistem yang ada di masyarakat. Upaya
pencegahan korupsi pada dasarnya dapat
dilakukan dengan menghilangkan atau
setidaknya mengurangi  kedua faktor
penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh
kuat tidaknya nilai-nilai  antikorupsi
tertanam dalam diri setiap individu, seperti:
kejujuran,  kemandirian,  kedisiplinan,
tanggung jawab, kerja keras, sederhana,
keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai
tersebut perlu diterapkan oleh setiap
individu untuk dapat mengatasi faktor
eksternal agar Kkorupsi tidak terjadi.
(Nanang T. Puspito, 2011: 75).

Nurul Irfan dalam kajiannya terkait
korupsi dalam hukum pidana Islam
menegaskan bahwa dalam ajaran Islam,
korupsi  merupakan  tindakan  yang
bertentangan dengan prinsip keadilan,
akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi
dengan segala dampak negatifnya yang
menimbulkan berbagai distorsi (fasad)
terhadap kehidupan negara dan masyarakat
serta dikategorikan sebagai perbuatan yang

menimbulkan kerusakan di muka bumi



yang dibenci Allah swt. (Nurul Irfan, 2012:
8).

Walaupun dalam banyak ayat dan hadis
belum secara eksplisit disebutkan tentang
jenis tindak pidana korupsi, namun
beberapa istilah yang disebutkan al-Qur’an
dan  hadis

mengisyaratkan jenis kejahatan korupsi

Rasulullah  saw  sudah

secara global, seperti larangan melakukan
tindakan ghulul (penggelapan), risywah
(penyuapan), ghasab (mengambil hak/harta
orang lain), khianat, dan al-maks (pungutan
liar).

Selain larangan atas berbagai perilaku
menyimpang dan merugikan tersebut,
cukup banyak ayat dan hadis yang
menuntun setiap muslim memiliki perilaku
terpuji, seperti; perintah bertindak jujur,
berlaku amanah, bersifat gana’ah (merasa
cukup), berperilaku itsar (mendahulukan
kepentingan pihak lain), dan akhlak-akhlak
terpuji lainnya yang sangat dibutuhkan dan
identik dengan upaya pencegahan tindak
korupsi.

Oleh karena itu, mengingat peran
pendidikan Islam yang sangat besar dalam
membentuk kepribadian seorang muslim,
yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi
faktor terbesar dalam mencegah tindakan
koruptif, ~maka dibutuhkan  sebuah

penelitian yang komprehensif tentang

metode pendidikan antikorupsi dalam
perspektif hadis nabawi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Sesuai objek dan tema
kajian, maka penelitian ini termasuk
kategori penelitian kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang datanya
bersumber dari literatur terkait. Seluruh
sumber data dan bahan yang digunakan
dalam penelitian ini berupa buku, jurnal,
kamus, dan dokumen tertulis lainnya yang
relevan dengan tema kajian, terkait konsep
metode pendidikan antikorupsi dalam

perspektif hadits nabawi.

C. PEMBAHASAN
1. Definisi Korupsi

Dalam  memaparkan  pemahaman
konseptual tentang makna korupsi, Elwi
Danil mengemukakan bahwa membuat
suatu batasan konseptual untuk memahami
makna korupsi tidaklah mudah karena
kemajemukan aspek yang terkandung di
dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga
sulit menarik suatu pengertian yang serba
mencakup. (Elwi Danil, 2014: 1).

Andi Hamzah, sebagaimana dikutip
oleh Nurul Irfan, merangkum pengertian
korupsi menurut asal katanya, bahwa istilah
korupsi berasal dari satu kata bahasa latin

yaitu corruptio atau corruptus yang diserap



ke dalam bahasa Inggris menjadi corruption
atau corrupt, dalam bahasa Perancis
menjadi corruption, dan dalam bahasa
Belanda menjadi corruptie (korruptie).
Asumsi kuat menyatakan bahwa dari
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke
bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti
harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan,
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, termasuk pula kata-kata atau
ucapan yang menghina atau memfitnah. (M.
Nurul Irfan, 2012: 33).

Sedangkan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, korupsi berarti: buruk,
rusak, busuk, suka memakai barang (uang)
yang dipercayakan kepadanya, dapat
disogok (melalui kekuasaannya untuk
kepentingan pribadi), termasuk pula:
penyelewengan atau penggelapan (uang
negara atau perusahaan) untuk kepentingan
pribadi atau orang lain. (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995:
527).

Kartini  Kartono  mendefinisikan
korupsi  sebagai tingkah laku yang
menggunakan wewenang dan jabatan guna
mengeduk keuntungan pribadi, merugikan
kepentingan umum dan negara. (Kartini
Kartono dalam Syamsul Anwar, 2006: 11-
12). Sementara itu, Jeremy Pope

mengartikan korupsi adalah

menyalahgunakan kekuasaan atau
kepercayaan untuk keuntungan pribadi.
(Jeremy Pope, 2003: 30). Semakna dengan
definisi tersebut, Azyumardi Azra mengutip
beberapa definisi korupsi, antara lain
menurut Leiken, korupsi adalah
penggunaan kekuasaan publik (public
power) untuk mendapatkan keuntungan
pribadi atau kemanfaatan politik. Definisi
Leiken ini menyebut unsur keuntungan
material, padahal korupsi juga banyak
terkait dengan keuntungan nonmaterial
yang mungkin jauh lebih  banyak.
Azyumardi juga mengutip pendapat Syed
Husein Alatas bahwa “corruption is abuse
of trust in the interest of private gain”
(penyalahgunaan amanah untuk
kepentingan pribadi). (Syamsul Anwar,
2006: 12).

Semakna dengan definisi di atas, Elwi
Danil memaparkan bahwa dilihat dari sudut
terminologi, istilah korupsi berasal dari kata
corruptio dalam bahasa Latin yang berarti
kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai
pula untuk menunjuk suatu keadaan atau
perbuatan yang busuk. Dalam
perkembangan selanjutnya, istilah ini
mewarnai perbendaharaan kata dalam
bahasa berbagai negara termasuk bahasa
Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan
dengan Kketidakjujuran atau kecurangan

seseorang dalam bidang keuangan. Dengan



demikian, melakukan korupsi berarti
melakukan kecurangan atau penyimpangan
menyangkut keuangan. (Elwi Danil, 2014:
3).

Henry Campbell Black, seperti dikutip
Elwi Danil, mengartikan korupsi sebagai
“an act done with an intent to give some
advantage inconsistance with official duty
and the rights of others” (Suatu perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk
memberikan suatu keuntungan yang tidak
sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak
dari pihak lain).

Termasuk pula dalam pengertian
corruption, menurut Black, adalah
perbuatan seorang pejabat yang secara
melanggar hukum menggunakan
jabatannya untuk mendapatkan suatu
keuntungan yang berlawanan dengan
kewajibannya. (Elwi Danil, 2014: 3).

Dalam Webster’s New American
Dictionary, kata corruption diartikan
sebagai decay (lapuk), contamination
(kemasukan sesuatu yang merusak) dan
impurity (tidak murni). Sedangkan kata
corrupt dijelaskan sebagai to become rotten
or putrid (menjadi busuk, lapuk, atau
buruk), juga to induce decay in something
originally clean and sound (memasukkan
sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke
dalam sesuatu yang semula bersih dan

bagus). Pengertian yang sama terlihat pula

di dalam New World Dictionary of the
American Language. (Elwi Danil, 2014: 3-
4). Adapun dalam Kamus Bahasa
Indonesia, kata korup adalah sebuah kata
sifat yang berarti buruk, rusak, busuk, dan
suka menerima uang sogok atau dapat
disogok. Sedangkan korupsi diartikan
sebagai perbuatan menggunakan kekuasaan
untuk  kepentingan  sendiri,  seperti
menggelapkan uang atau menerima uang
sogok. Pelakunya disebut koruptor. (Dendy
Sugono, 2008: 756).

Bakir Ihsan menegaskan hal yang
semakna bahwa korupsi secara
terminologis diartikan sebagai pemberian
dan penerimaan suap. Definisi korupsi ini
lebih menekankan pada praktek pemberian
suap atau penerimaan suap. Dengan
demikian, baik yang memberi maupun
menerima  suap keduanya termasuk
koruptor. (Karlina Helmanita, 2011: 27-28).

David M. Chalmers, sebagaimana
dikutip  Bakir  lhsan,  menguraikan
pengertian  korupsi  sebagai tindakan-
tindakan  manipulasi dan  keputusan
mengenai keuangan yang membahayakan
ekonomi (financial manipulation and
decision injurious to the economy are often
libeled corrupt). (Karlina Helmanita, 2011:
28).

J.J. Senturia dalam Encyclopaedia of

Social Sciences mendefinisikan korupsi



sebagai penyalahgunaan kekuasaan
pemerintahan untuk keuntungan pribadi
(the misuse of public power for private
profit). Definisi ini dianggap sangat spesifik
dan konvensional karena meletakkan
persoalan korupsi sebagai ranah pemerintah
semata. Padahal seiring dengan proses
swastanisasi  (privatisasi)  perusahaan
negara dan pengalihan Kkegiatan yang
selama ini masuk dalam ranah negara ke
sektor swasta, maka definisi korupsi
mengalami perluasan. la tidak hanya terkait
dengan penyimpangan yang dilakukan oleh
pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta dan
pejabat-pejabat ranah publik, baik politisi,
pegawai negeri maupun orang-orang dekat
mereka yang memperkaya diri dengan cara
melanggar hukum.

Berpijak pada hal tersebut,
Transparency International memasukkan
tiga unsur Kkorupsi, yaitu penyalahgunaan
kekuasaan (a misuse of power), kekuasaan
yang dipercayakan (a power that is
entrusted), dan keuntungan pribadi (a
private benefit) baik sebagai pribadi,
anggota keluarga, maupun kerabat dekat
lainnya. (Karlina Helmanita, 2011: 27-28).

Sementara itu dalam menjelaskan
pengertian korupsi secara lebih luas, Etty
Indriati mengutarakan definisi korupsi
menurut Bank Dunia yang secara spesifik

mengarah kepada tindakan yang dilakukan

oleh penyelenggara negara untuk meraih
keuntungan pribadi dan atau kelompoknya
(the abuse of public office for personal
gain). Korupsi untuk  mendapatkan
keuntungan ini dilakukan dengan beberapa
cara, seperti menerima suap, gratifikasi atau
kick back dari tender kontrak korporasi.
Karena anggaran dan pendapatan negara
sebagian diserap dan didapatkan oleh
korporasi, sedangkan kewenangan atas
perijinan, program, dan tender kontrak
didapat dari penyelenggara negara, maka
korupsi merupakan ‘buah kerjasama’
penyelenggara negara dengan korporasi.
Dengan kata lain, suatu kewenangan yang
berubah menjadi kesewenang-wenangan
merupakan cikal bakal korupsi. (Etty
Indriati, 2014: 2).
2. Jenis dan Ciri Korupsi

Dari beberapa definisi yang telah
dipaparkan sebelumnya, baik secara
etimologis maupun terminologis, Bakir
Ihsan mengulas lebih dalam bahwa korupsi
dapat dipahami dalam tiga level. Pertama,
tindakan

korupsi  dalam  pengertian

pengkhianatan  terhadap  kepercayaan
(betrayal of trust). Pada level ini semua
orang yang berkhianat atau mengkhianati
kepercayaan atau amanat yang diterimanya
dapat dikategorikan korupsi. Kedua,
korupsi dalam pengertian semua tindakan

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of



power), walaupun pelakunya tidak
mendapatkan keuntungan material. Ketiga,
korupsi dalam pengertian semua bentuk
tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material
(material benefit) yang bukan haknya. Pada
level ini korupsi tidak hanya terkait dengan
penyimpangan kekuasaan atau wewenang,
namun juga mengambil keuntungan
material, baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain. Korupsi pada level ini
merupakan tingkat paling membahayakan
karena  melibatkan  kekuasaan  dan
keuntungan material.

Sementara itu, dalam memaparkan pola
dan bentuk korupsi di berbagai bidang, Etty
Indriati  menjelaskan bahwa menurut
skalanya, korupsi dapat berupa grand
corruption, petty coruption dan political
corruption.

Grand corruption merupakan bentuk
korupsi yang paling berdampak luas dan
negatif. Bentuk korupsi yang satu ini
biasanya dapat dilacak dalam kegiatan
pemerintah tingkat tinggi yang mendistorsi
kebijakan atau fungsi sentral negara, dan
memungkinkan para pemimpinnya untuk
mendapat keuntungan dengan
mengorbankan masyarakat luas.

Adapun korupsi kecil-kecilan (petty
corruption) merujuk pada penyalahgunaan

kekuasaan oleh pejabat publik di level

bawah dan menengah dalam keseharian
interaksinya dengan warga biasa, yang
kadang mencoba mengakses pelayanan
dasar seperti di rumah sakit, sekolah, kantor
polisi, dan lembaga negara lainnya.
Korupsi politik merupakan bentuk
penyalahgunaan kekuasaan dengan cara
memanipulasi kebijakan, lembaga, dan
aturan atau prosedur, terkait dengan alokasi
sumber daya dan pembiayaan, yang
dilakukan oleh pembuat kebijakan demi
terus mempertahankan kekuasaan, status,
dan kekayaannya. (Etty Indriati, 2014: 2-3).
Sementara itu, Organization for
Economic Cooperation and Development
(OECD) mendefinisikan korupsi sebagai
penyalahgunaan posisi atau jabatan publik
maupun swasta untuk mendapatkan
keuntungan personal baik secara langsung
maupun tak langsung. OECD mengutip
lembaga internasional dalam
mendefinisikan korupsi, di mana semuanya
menggunakan  kata  kunci  perilaku
(behavior) yaitu: Transparency
International mendefinisikan “Corruption
involves behavior on the part officials in the
public sector, whether politicians or civil
servants, in which they improperly and
unlawfully enrich themselves, or those close
to them, by the misuse of the public power
entrusted to them”, (Korupsi melibatkan

perilaku pejabat pada sektor publik apakah



politisi maupun pegawai negeri sipil, di
mana mereka memperkaya diri secara tidak
benar dan tidak sah, atau memperkaya
orang-orang yang dekat dengan mereka,
dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan
publik yang dipercayakan kepada mereka).

Kemudian The Asian Development
Bank mendefinisikan “Corruption involves
behavior on the part of officials in the
public and private sectors, in which they
improperly and  unlawfully  enrich
themselves and/ or those close to them, or
induce others to do so, by misusing the
position in which they are placed” (Korupsi
melibatkan perilaku pejabat di sektor publik
dan swasta, di mana mereka secara tidak
benar dan tidak sah memperkaya diri dan
atau orang-orang dekat dengan mereka,
atau membujuk orang lain  untuk
melakukannya, dengan menyalahgunakan
posisi di mana mereka ditempatkan). (Etty
Indriati, 2014: 5).

Korupsi sebagai sebuah konsepsi
mengalami pemaknaan yang beragam,
mulai dari pemaknaan secara etimologis,
terminologis, sampai levelisasi korupsi.
Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi
tidak hanya berlangsung pada ranah
kekuasaan untuk mencari keuntungan
materi, namun juga dalam bentuk
penyimpangan kepercayaan (betrayal of

trust) yang ada pada setiap orang. Dari

sinilah dapat dipahami bahwa korupsi dapat
terjadi  bukan hanya oleh pejabat
pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan
pada sektor swasta bahkan lembaga
pendidikan. (Karlina Helmanita, 2011: 42).

Korupsi dapat menjadi ancaman yang
sangat serius ketika ia berlangsung pada
ranah struktural yang melibatkan kekuasaan
dengan motif mencari keuntungan material.
Pada titik ini korupsi tidak hanya
merugikan keuangan, tapi juga
menyelewengkan kekuasaan dan
wewenang untuk kepentingan pribadi,
keluarga, kelompok maupun orang terdekat
lainnya. Kenyataan ini akan merusak
tatanan sosial kemasyarakatan maupun
eksistensi  sebuah  lembaga, bahkan
eksistensi negara. (Karlina Helmanita,
2011: 42-43).

3. Pengertian dan Dasar Pemikiran
Pendidikan Antikorupsi

Dalam tataran terminologis,
Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan proses
belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-
nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut,
maka Pendidikan Antikorupsi bukan
sekedar media bagi transfer pengalihan
pengetahuan  (kognitif) namun  juga
menekankan pada upaya pembentukan
karakter (afektif) dan kesadaran moral
dalam melakukan perlawanan

(psikomotorik) terhadap penyimpangan



perilaku korupsi. (Karlina Helmanita, 2011:
3-4).

Pendidikan Antikorupsi merupakan
program pendidikan tentang korupsi yang
bertujuan  untuk  membangun  dan
meningkatkan  kepedulian warganegara
terhadap bahaya dan akibat dari tindakan
Pendidikan

memperkenalkan

korupsi.  Target utama
Antikorupsi  adalah
fenomena korupsi yang mencakup kriteria,
penyebab dan akibatnya, meningkatkan
sikap tidak toleran terhadap tindakan
korupsi, menunjukkan berbagai
kemungkinan usaha untuk melawan korupsi
serta berkontribusi terhadap standar yang
ditetapkan sebelumnya, seperti
mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk
menentang korupsi di kalangan generasi
muda. Karena itu Pendidikan Antikorupsi
pada dasarnya adalah penanaman dan
penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan
mampu membentuk sikap antikorupsi pada
diri peserta didik. (Maria Montessori, 2012:
294).
Dengan demikian diharapkan
Pendidikan Antikorupsi bukanlah sekadar
media bagi transfer pengetahuan tentang
antikorupsi, tetapi juga berorientasi pada
pembentukan karakter antikorupsi dan
kesadaran moral untuk  melakukan
perlawanan terhadap penyimpangan atau

perilaku korupsi.

Perlunya Pendidikan Antikorupsi telah
menjadi bagian dari pendidikan nasional
sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan
Pendidikan
(Permendiknas) Nomor 22 dan Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar

Menteri Nasional

Kompetensi  Lulusan  untuk  Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam
Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa

pengembangan  sikap dan  perilaku

antikorupsi  merupakan  bagian  dari
kurikulum  bidang studi  Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn). (Maria

Montessori, 2012: 294).

Dalam Permendiknas tersebut juga
dijelaskan bahwa kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran
dan wawasan peserta didik akan status, hak,
dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta peningkatan kualitas dirinya sebagai
manusia. Kesadaran dan wawasan yang
dimaksud termasuk wawasan kebangsaan,
jiwa dan patriotisme bela negara,
penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian
lingkungan hidup, kesetaraan gender,
demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan
pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan

sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan



nepotisme. (Permendiknas No. 22 dan No.
23, 2006).

Secara khusus, Pendidikan Antikorupsi
juga menjadi salah satu tugas yang
diamanahkan kepada KPK, bahwa dalam
melaksanakan tugas pencegahan tindak
pidana  korupsi, KPK  berwenang
menyelenggarakan program Pendidikan
Antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal
13c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. (UU No. 30, 2002).

4. Metode Pendidikan Antikorupsi
Perpektif Hadits Nabawi

Secara etimologi, kata metode berasal
dari bahasa Yunani metodos. Kata ini terdiri
dari dua kata yaitu metha yang berarti
melalui atau melewati, dan hodos yang
berarti jalan atau cara. Dengan demikian
metode berarti suatu jalan yang dilalui
untuk mencapai tujuan. Istilah ini sepadan
dengan kata tharigah dalam bahasa Arab.

Adapun secara terminologis, metode
diartikan sebagai suatu cara teratur yang
digunakan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang
dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem
untuk memudahkan pelaksanaan suatu
kegiatan guna mencapai tujuan Yyang
ditentukan.  (https://kbbi.web.id/metode).
Sehingga dalam konteks pendidikan dapat

dipahami bahwa metode berarti suatu cara
yang harus dilalui untuk menyajikan bahan
pelajaran atau materi pendidikan agar
tercapai tujuan pendidikan. (Armai Arief,
2002: 40).

Dalam proses pendidikan, metode
mempunyai kedudukan yang sangat penting
dalam upaya pencapaian tujuan. Metode
pendidikan ~ menjadi  sarana  yang
membermaknakan materi pelajaran yang
tersusun dalam kurikulum pendidikan
sehingga dapat dipahami dan diserap oleh
peserta  didik menjadi  pengertian-
pengertian yang fungsional terhadap
tingkah lakunya. (Moh. Haitami Salim,
2012: 216).

Beberapa metode yang dikenal secara
umum dalam dunia pendidikan di
antaranya: metode ceramah, metode
diskusi, metode eksperimen, metode
demonstrasi, metode pemberian tugas,
metode sosiodrama, metode drill, metode
kerja kelompok, metode tanya jawab,
metode proyek, dan lain-lain. (Armai Arief,
2002: 42).

Allah  SW.T. telah menciptakan
manusia sebagai makhluk yang termulia,
dan memberikan kepada mereka tuntunan
untuk mengarungi kehidupan di dunia ini.
Tuntunan tersebut berupa syariah-Nya yang
telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul yang

ditutup dengan syariah Islam yang telah


https://kbbi.web.id/metode

disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau
telah mengajarkan syariah Islam dengan
berbagai metode terbaik yang
mengantarkan umatnya kepada pemahaman
yang sempurna, berupa pesan-pesan
pendidikan yang menghunjam di hati, dan
menjadikan mereka insan yang terdidik
dengan ilmu dan bersegera untuk
mengamalkannya.

Analisa penulis terhadap hadits-hadits
nabawi mengungkap berbagai metode
Pendidikan Antikorupsi yang telah beliau
terapkan dalam mendidik umatnya, di
antaranya:

a. Metode Keteladanan (al-qudwah)

Rasulullah S.A.W. telah memberikan
teladan terbaik dalam mendidik umatnya
dalam segala hal, termasuk dalam sikap
tegas dan anti terhadap pelanggaran hukum.
Kepemimpinan sejati dan sikap profesional
telah beliau ajarkan kepada umatnya
dengan ketegasan dalam memutuskan suatu
perkara, berpegang teguh dengan aturan
hukum, dan tidak memberi peluang
terjadinya kolusi dan nepotisme dalam
penegakan hukum.

Aisyah RA meriwayatkan bahwa:

“Orang-orang Quraisy merasa
kebingungan dengan masalah
seorang wanita Makhzumiyah
yang ketahuan mencuri, lalu
mereka berkata: “Siapakah
yang Kiranya berani
membicarakan hal ini kepada
Rasulullah SAW?”  Maka

mereka mengusulkan, “Tidak
ada yang berani melakukan hal
ini kecuali Usamah, seorang
yang sangat dicintai oleh
Rasulullah  SAW”. Kemudian
Usamah mengadukan hal itu
kepada beliau, maka Rasulullah
SAW bersabda: “Apakah kamu
hendak  memberi  syafa’at
(amnesti/ pengampunan) dalam
hukum dari  hukum-hukum
Allah?”  Kemudian  beliau
berdiri dan berkhutbah: “Wahai
sekalian manusia, sungguh
yang membinasakan orang-
orang sebelum kalian adalah
ketika orang-orang terpandang
mereka  mencuri,  mereka
membiarkannya (tidak
menghukumnya),  sementara
jika orang-orang yang rendahan
dari mereka mencuri mereka
menegakkan hukuman. Demi
Allah, sekiranya Fatimah binti
Muhammad mencuri, sungguh
aku sendiri  yang akan
memotong tangannya.” (HR.
Muslim no. 1688 dan Abu
Dawud no. 3802).

Hadits tersebut memberikan gambaran
bahwa teladan Rasulullah S.A.W. bukan
hanya berupa ketegasan dalam penegakan
hukum, tetapi juga keadilan dalam
penerapannya. Sanksi hukum berlaku untuk
semua golongan tanpa memandang strata
sosial dan ekonomi pelaku pelanggaran.
Tidak ada keberpihakan kepada pelanggar
hukum meskipun pelakunya seorang
kerabat atau orang terpandang di tengah
masyarakat, atau sebab lain



menunjukkan kesewenang-wenangan
penguasa.

Dengan demikian tidak ada istilah
kebal hukum dalam ajaran Islam. Siapapun
yang melanggar hukum maka harus
ditegakkan sanksi yang telah ditentukan.
Para penguasa dan penegak hukum tidak
dapat berbuat sesuka hati dan mengabaikan
asas persamaan perlakuan di hadapan
hukum.

Di antara bentuk metode keteladanan
Rasulullah  SAW dalam menerapkan
karakter antikorupsi bagi umatnya adalah
dengan sikap hidup sederhana. Nilai-nilai
kesederhanaan tersebut telah diceritakan
oleh para Sahabat dan keluarga beliau
dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1) Dalam hal makan-minum
Dari Malik bin Dinar RA, beliau
mengatakan:

Rasulullah S.A.W. tidak pernah
merasakan kenyang karena
makan roti atau makan daging,
kecuali jika sedang menjamu
tamu.” (HR. Tirmidzi no. 70).

Aisyah Ummul Mu’minin RA
mengatakan:
“Keluarga Muhammad S.A.W.
tidak pernah merasakan
kenyang karena makan roti
gandum yang diberi idam
(semacam kuah) dalam tiga
hari, sampai ia bertemu dengan
Allah (wafat).” (HR. Bukhari
no. 5423 dan Muslim no. 2970).

Aisyah RA juga meriwayatkan:

Pada suatu hari Rasulullah
SAW  bertanya kepadaku:
‘Wahai Aisyah, apakah kalian
memiliki ~ sesuatu  (untuk
dimakan pagi ini?)’. Aku
menjawab: “Wahai Rasulullah,
kita tidak memiliki sesuatupun
(untuk dimakan)’. Beliau lalu
bersabda: “Kalau begitu aku
akan berpuasa.” (HR. Muslim
no. 1154).

Dari Nu’man ibn Basyir RA, beliau

berkata kepada para sahabat yang lain:

“Bukankah kalian bisa makan
dan minum semau Kkalian?
Sungguh aku melihat Nabi
kalian SAW tidak memiliki
dagl (kurma yang sudah kurang
bagus) sama sekali, dan tidak
ada makanan yang bisa
memenuhi perut beliau” (HR.
Muslim no. 2977).

2) Dalam hal rumah/tempat
tinggal dan perabot rumah
tangga.

Kesederhanaan tempat tinggal dan
kondisi perabot rumah yang dimiliki beliau

sebagaimana diceritakan oleh Aisyah RA:

“Tempat tidur Rasulullah SAW
terbuat dari kulit yang diisi
dengan sabut.” (H.R. Bukhari
dan Muslim).

Aku tidur di depan Rasulullah
SAW (yang sedang shalat), dan
kedua kakiku pada arah kiblat
beliau. Jika beliau hendak
bersujud, beliau menyentuhku
dengan jarinya, lalu aku
menarik kedua kakiku. Jika
beliau telah  berdiri, aku



meluruskan kedua kakiku”
(H.R. Bukhari dan Muslim).

3) Beliau tidak meninggalkan harta

warisan untuk keluarganya

Ummul mu’minin Aisyah RA
meriwayatkan:
“Rasulullah  S.A.W. tidak
meninggalkan dinar, dirham,
kambing ataupun unta, dan
tidak memberikan wasiat harta
kepada  siapapun”  (H.R.
Muslim).
b. Metode Bimbingan dan Nasihat (al-
Taujih wa al-Mauizhah)

Sebuah  bimbingan dan nasihat
memiliki peran sangat besar dalam
merubah kondisi pribadi dan masyarakat.
Apalagi jika nasihat tersebut disampaikan
oleh seseorang yang menjadi teladan di
tengah masyarakat, disampaikan dengan
bijak dan dengan cara serta waktu yang
tepat. (Musthafa Al-Thahhan: 202).

Dalam konteks Pendidikan
Antikorupsi, Rasulullah S.A.W. mendidik
umatnya untuk selalu menjauhi harta
haram. Meskipun harta terseb